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Abstract. A rapidly developing economy cannot be separated from the support of capital provided through
banking credit. However, system errors in the operation of M-banking can cause losses for both customers and
banks. This study aims to analyze the legal protection for parties against system errors in M-banking operations
and the responsibilities that must be met. The research method used is normative legal research with a statutory
approach and conceptual approach. The legal sources used include primary and secondary legal sources,
collected through literature study and analyzed using descriptive analytical methods. The results of the study
indicate that although there are regulations governing the responsibilities of M-banking service providers, legal
protection for customers needs to be strengthened, particularly in terms of dispute resolution mechanisms and
compensation. This research recommends enhancing system security and consumer education to minimize risks
and the establishment of more specific regulations regarding the responsibilities of M-banking providers in
dealing with system errors.
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Abstrak. Perekonomian yang berkembang pesat tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, termasuk
layanan M-banking yang semain populer. Namun, sistem error pada penyelenggaraan M-banking dapat
menimbulkan kerugian bagi nasabah dan pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum bagi para pihak terhadap terjadinya sistem error pada penyelenggaraan M-banking serta tanggung jawab
yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer
dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara
layanan M-banking, perlindungan hukum bagi nasabah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal mekanisme
penyelesaian sengkata dan ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem keamanan dan edukasi
bagi konsumen untuk meminimalisir risiko serta pembentukan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab
penyelenggara M-banking dalam menghadapi sistem error.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sistem Error; M-banking; Tanggung Jawab.

Pendahuluan

Dalam Hukum Perbankan, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang
diberi tugas untuk mendukung pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Hubungan
antara bank dan nasabah didasari asas kepercayaan (fiduciary relation), di mana bank harus
memperhatikan kepentingan nasabah selain kepentingannya sendiri. Sebagai lembaga
keuangan berorientasi bisnis, bank melakukan berbagai transaksi, terutama menghimpun dana
(funding) dan menyalurkan dana (lending), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (service).
Prinsip kepercayaan harus dijaga dalam pengelolaan industri perbankan, dan bank dapat

digugat jika melakukan praktik yang merugikan nasabah.

Received Mei 16, 2024; Accepted Juni 22, 2024; Published September 30, 2024
*Noer Alya Indriani nuralyaindriani2007 @gmail.com



https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1352
mailto:nuralyaindriani2007@gmail.com
mailto:nuralyaindriani2007@gmail.com

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Terjadinya Sistem Error Pada Penyelenggaraan M-Banking

Dalam era ekonomi digital, bank meningkatkan layanan dengan memanfaatkan teknologi
digital melalui aplikasi Mobile Banking (M-banking). M-banking memudahkan nasabah
melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan smartphone Keuntungan bagi
nasabah meliputi pengiriman uang lebih cepat, aman, mudah, dan murah, sementara bank
mendapat biaya kirim, provisi, dan komisi

Aplikasi M-banking menawarkan berbagai layanan seperti transfer uang antar bank,
pembayaran listrik dan air, transaksi pembayaran online, dan pengisian e-wallet. Layanan ini
memerlukan jaringan data seluler atau akses internet yang lancar dan stabil. Perbankan digital
melalui M-banking tidak memerlukan kantor cabang, tetapi tetap menimbulkan hubungan
keperdataan berupa hubungan rekening antara bank dan nasabahnya

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia bertugas mengawasi sistem
pembayaran tunai dan non-tunai, termasuk perbankan digital seperti M-banking. Bank harus
memastikan keamanan transaksi melalui M-banking karena layanan ini mengandung risiko.
Keamanan layanan M-banking merupakan kewajiban bank, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip pengawasan dan pengamanan untuk melindungi konsumen (nasabah).

Namun, terdapat kendala dalam transaksi perbankan digital melalui M-banking, seperti
error atau gagal sistem yang menyebabkan dana tidak sampai atau terdebet ganda. Kasus yang
sering terjadi melibatkan koneksi internet yang buruk atau tidak stabil. Misalnya, Hendrik
Ardiyanto melaporkan kegagalan transaksi transfer melalui mobile online pada 7 Juli 2018,
yang menyebabkan saldo terdebet meski transaksi gagal. Kasus serupa dialami Astriyani pada
11 Mei 2018, di mana saldo terdebet dua kali akibat koneksi terputus saat transaksi.

Kendala ini sudah marak terjadi dan menimbulkan kerugian materiil bagi nasabah serta
konsekuensi bagi praktik perbankan digital. Belum ada kejelasan mengenai pihak yang
bertanggung jawab atas kegagalan transaksi akibat sistem error dalam M-banking, sehingga

penting untuk memperhatikan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian legal research yaitu menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan Hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip Hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang
sesuai dengan norma Hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Untuk
mendukung legal research tersebut peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach) yang dilakukan dengan cara mencari perundang-undangan, yurisprudensi,
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dan regulasi normatif lainnya yang berkaitan langsung dengan persoalan dalam penelitian
hukum yang sedang ditangani yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis isu yang
dibahas dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Karakteristik Penyelenggaraan M-banking

Di Indonesia, bank memegang peranan penting sebagai lembaga perantara yang
menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan imbalan berupa bunga atau imbalan
lainnya. Terdapat dua sistem perbankan yang digunakan, yaitu sistem konvensional dan
syariah. Namun, perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa perubahan
signifikan pada industri perbankan, dengan munculnya era revolusi industri 4.0. Dalam konteks
ini, terdapat tiga jenis bank yang mendominasi di Indonesia, yakni Bank Fisik, Hybrid Bank,
dan Bank Digital. Bank Fisik beroperasi melalui kantor cabang tradisional tanpa menggunakan
sistem informasi yang canggih. Namun, dengan adopsi teknologi digital yang semakin
meningkat, model operasional ini mulai tergeser oleh yang lebih modern. Kedua, Hybrid Bank,
merupakan gabungan dari layanan fisik dan digital. Dalam era teknologi yang berkembang
pesat, bank-bank di Indonesia meningkatkan pelayanan mereka dengan memanfaatkan
digitalisasi sistem pelayanan perbankan. Ini melibatkan pengalihan layanan dari kantor cabang
menjadi layanan digital, yang dikenal dengan istilah "phygital”, yakni paduan layanan fisik
langsung dan digital. Ketiga, Bank Digital, adalah bank yang menyediakan layanan
sepenuhnya melalui saluran elektronik tanpa adanya kantor fisik, selain kantor pusat atau
kantor fisik terbatas.

Bank Digital merespons kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis digital
yang semakin meningkat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan terkait
bank digital dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.
Bank digital bertujuan untuk menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan melalui
saluran elektronik. Layanan yang disediakan dalam bank digital dikenal sebagai digital
banking, yang mencakup berbagai layanan seperti transfer dana, pembayaran tagihan,
pembelian produk, dan lainnya, yang dapat diakses melalui aplikasi perbankan atau platform
online.

Transformasi digital di sektor perbankan telah memungkinkan efisiensi yang lebih baik
dalam proses bisnis, mulai dari operasional di belakang layar hingga layanan di depan
konsumen. Bank-bank kini lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi nasabah, dengan

menawarkan beragam layanan digital yang mudah diakses dan aman. Dengan adanya jenis-
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jenis bank ini, masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas dalam memilih layanan keuangan
yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, sementara bank-bank terus berinovasi
untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional mereka. Hal ini mencerminkan
pergeseran menuju masa depan perbankan yang semakin terintegrasi dengan teknologi.

Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan untuk
bertransformasi menuju perbankan digital. Terdapat tiga aspek utama yang mendorong
pengembangan digital bank di Indonesia, salah satunya adalah transaksi digital, yang
mencakup transaksi perdagangan online (e-commerce), digital banking, dan uang elektronik.
Digital banking adalah penyediaan layanan perbankan melalui kanal digital menggunakan
aplikasi seluler, situs web, dan platform online lainnya. Berdasarkan POJK Nomor 21 Tahun
2023, layanan digital adalah produk bank yang diberikan melalui pemanfaatan teknologi
informasi, memberikan akses kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan
secara mandiri.

Layanan digital banking mencakup:

1. Internet Banking: Layanan perbankan melalui komputer yang terhubung
dengan internet, memungkinkan transfer dana, informasi saldo, pembayaran tagihan,
dan pembelian produk.

2. Phone Banking: Transaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi
contact center bank untuk transfer dana, informasi saldo, pembayaran, dan pembelian.

3. SMS Banking: Transaksi perbankan melalui ponsel dengan mengirimkan SMS
ke nomor bank untuk transfer dana, informasi saldo, pembayaran, dan pembelian.

4. Mobile Banking: Layanan perbankan yang diakses melalui aplikasi ponsel,
lebih canggih dari SMS banking, dengan fitur transfer dana, informasi saldo, nilai tukar,
pembayaran, dan pembelian.

Menurut Bank Indonesia, M-banking adalah transaksi keuangan menggunakan
perangkat mobile pribadi seperti ponsel atau smartphone, memungkinkan transaksi perbankan
online dengan mudah. Berdasarkan PBI Nomor 22/23/PB1/2020, M-banking merupakan bagian
dari reformasi sistem pembayaran untuk menciptakan sistem yang cepat, mudah, murah, aman,
dan andal. Bank digital diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2021, mencakup layanan
perbankan dasar seperti transfer dana dan uang elektronik, serta layanan perbankan lanjutan
berbasis teknologi informasi. Bank digital dapat didirikan sebagai bank baru atau melalui

transformasi bank konvensional.
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Dalam mendukung perkembangan fintech, Bank Indonesia menginisiasi Blueprint
Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang mencakup Open API untuk Open Banking,
memungkinkan kolaborasi antara bank dan fintech. Open APl memberikan akses kepada pihak
ketiga terhadap data pelanggan dengan izin konsumen. Implementasi Open API diatur dalam
PBI Nomor 23/11/PBI1/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan PADG SNAP.
Open APl memungkinkan bank berkolaborasi dengan fintech untuk layanan pembayaran yang
lebih efisien dan aman. Contohnya, BRI memiliki banyak mitra fintech untuk mendukung
transaksi perbankan digital.

Layanan otorisasi transaksi non-keuangan juga berkembang dengan fitur seperti QR
Code dan pembayaran e-commerce melalui aplikasi mobile banking, menjadikan transaksi
lebih cepat dan mudah diakses. Perjanjian pembukaan rekening M-banking antara bank dan
nasabah adalah kontrak yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan
kewajiban tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah kesepakatan di mana dua pihak atau
lebih mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam lingkup kekayaan. Dalam konteks
perbankan, perjanjian ini diatur oleh hukum perjanjian yang harus memenuhi syarat sah
berdasarkan Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab
yang halal.

Proses perjanjian dimulai dengan penandatanganan formulir pembukaan rekening, yang
mencakup layanan M-banking. Formulir ini menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah
pihak. Selain itu, perjanjian perbankan harus mematuhi UU ITE yang mengatur transaksi
elektronik. Di era revolusi industri 4.0, smart contract menjadi inovasi teknologi dalam
perjanjian perbankan, memungkinkan eksekusi otomatis berdasarkan protokol yang disepakati
dalam sistem blockchain. Perjanjian ini harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, seperti POJK, UU ITE, dan BW. Klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab
bank dilarang karena tidak memenuhi unsur objektif perjanjian dan melanggar peraturan
perlindungan konsumen. Perjanjian M-banking yang sah harus transparan, memenuhi semua
persyaratan hukum, dan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Kontrak antara pembuat aplikasi M-banking dan bank mengatur kerja sama
pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan layanan perbankan melalui aplikasi mobile.
Ini adalah dokumen hukum yang mengikat kedua pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban
yang disepakati. Bank bertindak sebagai kreditur, sementara pembuat aplikasi bertanggung
jawab atas pengembangan dan dukungan teknis aplikasi. Nasabah tidak memiliki hubungan

hukum langsung dengan pembuat aplikasi, hanya dengan bank.
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Hubungan kontraktual ini memastikan bank dan pembuat aplikasi mematuhi prinsip
kehati-hatian, manajemen risiko, dan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Proses pengembangan aplikasi melibatkan beberapa tahap pengujian, termasuk
System Integration Testing (SIT), User Acceptance Testing (UAT), dan Penetration Testing
(Pentest) untuk memastikan integrasi yang harmonis dan keamanan aplikasi.

Proses pengadaan dilakukan melalui tender, di mana bank memilih vendor yang
memenuhi kebutuhan mereka. Kontrak juga mencakup kerahasiaan data dan ketentuan lainnya
untuk melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Dengan demikian, keandalan dan keamanan
sistem menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan layanan
M-banking berfungsi dengan baik dan aman. M-banking menawarkan kemudahan transaksi
bagi nasabah, tetapi juga menghadapi tantangan seperti sistem error. Masalah ini bisa
disebabkan oleh virus seperti Ransomware Wannacry, gangguan jaringan, kesalahan dalam
pengembangan aplikasi, atau beban server yang berlebihan. Virus Ransomware Wannacry
dapat mengunci dan merusak data bank, sementara gangguan jaringan bisa menyebabkan
aplikasi tidak terhubung dengan server bank.

Sistem error juga bisa terjadi akibat bug dalam kode program atau kesalahan konfigurasi
sistem. Beban server yang berlebihan ketika banyak pengguna mengakses aplikasi secara
bersamaan dapat membuat aplikasi lambat atau tidak responsif. Dampaknya meliputi
ketidaknyamanan nasabah, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan terhadap layanan
perbankan digital. Untuk mengatasi masalah ini, bank harus melakukan patching keamanan,
memperkuat infrastruktur jaringan, dan memastikan pengembangan aplikasi yang tepat dengan
pengujian menyeluruh. Edukasi pengguna tentang penggunaan M-banking yang aman dan
respons terhadap error juga penting. Pendekatan holistik ini membantu menjaga kepercayaan
nasabah dan memastikan layanan M-banking berjalan dengan baik dan aman.

Contoh nyata dari kasus sistem error pada M-banking dapat dilihat pada beberapa
insiden yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, Hendrik Ardiyanto melaporkan melalui
Mediakonsumen.com bahwa pada 7 Juli 2018 ia mengalami kegagalan transaksi transfer
melalui mobile banking. Meskipun transaksi gagal, saldo rekeningnya telah terdebit. Kasus
lain dilaporkan oleh Astriyani pada 11 Mei 2018, ketika ia mengalami transaksi transfer antar
bank yang terdebit dua kali meskipun transaksi pertama dinyatakan gagal. Hal ini
menyebabkan ia harus membayar biaya admin dua kali.

Kendala seperti yang dialami Hendrik dan Astriyani menunjukkan bahwa risiko sistem
error dalam M-banking tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi nasabah, tetapi juga

berdampak pada kepercayaan terhadap layanan perbankan digital. Jika sistem error terjadi,
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belum adanya kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab menambah kompleksitas
masalah. Penyedia layanan harus segera mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaikinya,
dan memberikan kompensasi yang adil kepada nasabah yang dirugikan untuk memulihkan
kepercayaan mereka.

Dalam pengembangan aplikasi M-banking, perjanjian tertulis memiliki peran yang
sangat penting. Pertama, perjanjian ini memastikan semua ketentuan dan persyaratan tercatat
dengan jelas, sehingga dapat dijadikan acuan selama proyek berlangsung. Selain itu, perjanjian
tertulis juga menyediakan perlindungan hukum yang kuat jika terjadi perselisihan atau masalah
teknis, memberikan dasar yang kokoh untuk menyelesaikan konflik. Perjanjian ini juga
mengklarifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengembang aplikasi maupun
pihak bank, selama proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Ini memastikan bahwa
semua pihak memahami tanggung jawab mereka dengan jelas. Dalam konteks keamanan dan
keandalan, perjanjian ini memastikan bahwa aplikasi M-banking memenuhi standar keamanan
dan kenyamanan bagi pengguna. Risiko yang terkait dengan penggunaan M-banking, seperti
risiko transaksi, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum, dapat dikelola dengan
lebih baik melalui ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian pengembangan aplikasi M-banking biasanya mencakup beberapa klausula
penting. Spesifikasi teknis, misalnya, menjelaskan fitur utama, teknologi yang digunakan, dan
platform operasional untuk memastikan kompatibilitas dan performa aplikasi. Timeline
pengerjaan proyek diatur dengan jelas untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
Kepemilikan intelektual dinyatakan dengan jelas, di mana hak cipta atas aplikasi biasanya
dimiliki oleh bank, sementara pengembang mendapatkan lisensi penggunaan teknologi.
Keamanan data juga menjadi bagian penting dalam perjanjian, menetapkan standar keamanan
termasuk enkripsi data dan proteksi terhadap serangan siber.

Pemeliharaan dan pembaruan aplikasi, jaminan kualitas, aspek finansial, sanksi atau
penalti, force majeure, dan penyelesaian sengketa adalah bagian lain yang diatur dalam
perjanjian. Misalnya, layanan pemeliharaan rutin dan pembaruan teknologi secara berkala
dijamin, serta biaya pengembangan dan skema pembayaran diatur dengan jelas. Jika terjadi
pelanggaran kesepakatan, sanksi atau penalti yang telah disepakati akan diterapkan.

Dalam hal hak dan kewajiban, bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan
identifikasi nasabah dengan autentikasi dua faktor, menjaga keandalan sistem perbankan
digital, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
serta memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Di sisi lain, nasabah berhak

mendapatkan keamanan dalam penggunaan produk dan layanan perbankan digital, informasi
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yang akurat mengenai produk dan layanan, serta ganti rugi jika produk atau layanan tidak
sesuai dengan perjanjian. Nasabah juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam penggunaan
produk dan layanan serta memberikan informasi yang akurat.

Dengan adanya perjanjian yang komprehensif dan jelas antara bank dan pengembang
aplikasi M-banking, kedua belah pihak dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk
menciptakan aplikasi yang aman, andal, dan memenuhi kebutuhan nasabah. Perjanjian ini
menjadi landasan kokoh dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan layanan perbankan
digital di masa depan.

Tanggung jawab bank dalam transaksi M-banking mencakup kewajiban memastikan
semua transaksi berjalan lancar dan aman, melindungi nasabah dari kesalahan teknis, gangguan
jaringan, dan ancaman keamanan. Jika terjadi kesalahan, bank harus memperbaiki dan
memberikan kompensasi yang diperlukan. Berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum
yang diuraikan oleh Edmon Makarim, ada beberapa jenis tanggung jawab, seperti tanggung
jawab berdasarkan kesalahan, praduga untuk bertanggung jawab, praduga untuk tidak
bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, dan tanggung jawab dengan pembatasan. Dalam
kasus M-banking, jika kerugian terjadi akibat kesalahan bank, maka bank harus memberikan
ganti rugi. Namun, jika kesalahan berasal dari nasabah, bank tidak bertanggung jawab atas
kerugian tersebut. Bank juga bertanggung jawab penuh atas operasional dan pemeliharaan
aplikasi M-banking setelah aplikasi diserahkan oleh pembuat aplikasi.

Perlindungan Hukum melalui Langkah Preventif dan Represif yang dapat ditempuh dari
Kesalahan Sistem Error dalam transaksi M-banking

Untuk melindungi nasabah dari kesalahan sistem dalam transaksi M-banking, langkah
preventif meliputi edukasi, pengawasan, dan penerapan peraturan perundang-undangan.
Edukasi dilakukan melalui seminar, layanan pelanggan, panduan, dan kampanye kesadaran.
Pengawasan melibatkan pemantauan sistem, audit internal dan eksternal, penegakan kebijakan
keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaporan yang transparan. Beberapa peraturan
yang relevan termasuk Undang-Undang tentang Perbankan, Bank Indonesia, Informasi dan
Transaksi Elektronik, Transfer Dana, serta POJK dan peraturan Bank Indonesia tentang sistem
pembayaran. Peraturan-peraturan ini mengatur hak dan kewajiban nasabah, serta menetapkan
standar keamanan dan privasi data yang harus dipatuhi oleh bank. Langkah preventif dan
kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi elektronik
yang aman dan terpercaya, sehingga nasabah dapat menggunakan layanan M-banking dengan

keyakinan dan tanpa kekhawatiran yang berlebihan.
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Perlindungan hukum represif adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan
sengketa setelah masalah terjadi, terutama dalam konteks M-banking. Perlindungan hukum
represif tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu angkah pertama adalah pengaduan
nasabah, di mana nasabah yang mengalami kerugian dapat melaporkan masalahnya ke bank
terkait. Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018, bank wajib menyelesaikan pengaduan
nasabah dalam jangka waktu tertentu. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan melalui
customer service atau call center, dan harus diselesaikan dalam dua hari kerja. Jika
penyelesaian memerlukan waktu lebih lama, nasabah diminta untuk mengajukan pengaduan
tertulis yang harus diselesaikan dalam 20 hari kerja.

Jika pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan memuaskan, nasabah dapat
mengajukan sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti yang diatur dalam POJK Nomor
6/POJK.07/2022. LAPS menawarkan beberapa metode penyelesaian sengketa, termasuk
negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi melibatkan perundingan langsung
antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang adil. Konsiliasi melibatkan
pihak ketiga yang disebut konsiliator yang membantu menyusun dan menawarkan solusi.
Mediasi memerlukan penengah netral yang disebut mediator untuk memberikan bimbingan
dan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase adalah metode penyelesaian
sengketa yang bersifat adjudikasi privat, di mana arbiter yang ditunjuk memiliki kewenangan
penuh untuk membuat keputusan final dan mengikat secara hukum.

Jika penyelesaian melalui LAPS tidak berhasil atau tidak terdapat klausula arbitrase
dalam perjanjian antara para pihak, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
Gugatan perdata dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam kasus
wanprestasi, nasabah menuduh bahwa bank gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian,
seperti tidak menjaga keamanan simpanan. Sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan
hukum, nasabah berargumen bahwa tindakan atau kelalaian bank melanggar hukum dan
menyebabkan kerugian finansial. Proses gugatan perdata dimulai dengan penyusunan surat
gugatan yang menjelaskan peristiwa yang menyebabkan kerugian, bukti-bukti, dan tuntutan
ganti rugi. Surat gugatan diajukan ke pengadilan negeri, di mana kedua pihak akan dipanggil
untuk persidangan. Selama persidangan, nasabah dan bank dapat mempresentasikan bukti dan
argumen mereka di hadapan hakim. Jika hakim memutuskan bank bersalah, bank diwajibkan
memberikan ganti rugi sesuai keputusan pengadilan. Proses ini bertujuan untuk memberikan
kompensasi kepada nasabah yang dirugikan dan memastikan bank bertanggung jawab atas

tindakan atau kelalaiannya dalam melindungi simpanan nasabah.
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Kesimpulan

Karakteristik dalam penggunaan M-banking yaitu penggunaan smart contract,
penggunaan teknologi informasi, menggunakan API untuk sinkronisasi data, dan tidak perlu
adanya pertemuan secara langsung (interface) antara nasabah dengan bank sehingga
memudahkan pelayanan bank dengan nasabah hanya melalui aplikasi M-banking yang ada
pada smartphone nasabah.

Dalam penyelenggaraan M-banking, terjadinya sistem error dapat melibatkan berbagai
pihak, termasuk bank, pembuat aplikasi, dan nasabah. Kesalahan sistem ini dapat
mengakibatkan dampak yang signifikan bagi semua pihak terkait, baik secara finansial maupun
reputasi. Tanggung jawab atas kesalahan sistem perlu ditentukan secara jelas agar proses
penyelesaian dapat berjalan dengan adil dan efisien. Bank bertanggung jawab dalam
memastikan keamanan dan keandalan sistem M-banking, sementara pembuat aplikasi M-
banking perlu memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan bebas dari cacat dan aman
untuk digunakan. Kegagalan transaksi pada aplikasi M-banking merugikan nasabah yang dapat
bertanggung gugat atas hal ini yaitu bank karena setelah dilakukannya perjanjian jual beli
antara bank dengan pembuat aplikasi dan telah diserahkannya aplikasi M-banking kepada bank
maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada bank. Di sisi lain, nasabah juga memiliki tanggung
jawab untuk menggunakan layanan M-banking dengan bijak dan mematuhi prosedur yang telah
ditetapkan.
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